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ABSTRAK

Shinta Ningrum Wulandari 8105123327. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
pada Kementerian Perhubungan Sekertariat Jenderal Biro Keuangan dan
Perlengkapan. Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Agustus 2014.

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang
telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.

Beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110, Kementerian
Perhubungan Sekertariat Jenderal Biro Keuangan dan Perlengkapan bertugas untuk
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama satu bulan yang dimulai sejak tanggal
7 Agustus 2014 s.d. 5 September 2014 dengan lima hari kerja. Senin-Kamis pukul
08.00-16.00 WIB dan Jumat pukul 08.00-16.30 WIB.

Selama masa pelaksanaan, praktikan dibimbing oleh pegawai bagian keuangan. Meski
mengalami kendala, Praktik Kerja Lapangan tetap dapat kembali berjalan dengan
baik. Praktikan memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan dari setiap kegiatan
yang ditugaskan oleh perusahaan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PKL

Ketatnya persaingan dalam dunia kerja menuntut manusia untuk mempunyai
potensi yang unggul agar mampu beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan
zaman diseluruh aspek kehidupan. Perkembangan dan perubahan tersebut
membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas Sumber Daya
Manusia itulah yang nantinya akan menentukan kemajuan bangsa dimasa yang akan
datang. Salah satu langkah untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas

adalah dengan Pendidikan.

Berkaitan dengan usaha untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang
berkualitas, maka Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta khususnya
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi sebagai salah satu lembaga penyelenggara
pendidikan telah mempersiapkan suatu program dimana mahasiswanya akan dibekali
pengetahuan serta keterampilan untuk terjun ke dunia pendidikan dan sekaligus terjun

ke dunia bisnis.

Bekal tersebut dapat diperoleh melalui pengalaman, pengetahuan, dan wawasan

yang bersumber dari buku dan sumber ilmu pengetahuan lainnya, tidak terkecuali



saling berbagi pengalaman antar individu. Selain itu, seseorang dapat melakukan
praktik secara langsung agar dapat mengetahui dengan benar ilmu pengetahuan yang
sedang dipelajari. Beragam kegiatan penunjang, baik didalam maupun diluar kampus,
dapat diikuti oleh setiap mahasiswa secara bebas. Berfokus pada pembekalan yang
harus dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja, mahasiswa harus memiliki

kegiatan penunjang yang lebih spesifik.

Universitas Negeri Jakarta memiliki sarana dalam memenuhi aspek kebutuhan
mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja, yakni Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktik
Kerja Lapangan dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara
komprehensif mengenai realisasi di dunia kerja. Setiap mahasiswa dapat
mengaplikasikan teori-teori pembelajaran kedalam praktik di lapangan sesuai dengan
progam studi maupun konsentrasi masing-masing. Mahasiswa juga diharapkan mampu
mengenal, mengetahui, dan menganalisis kerja serta kinerja suatu perusahaan. Hal
inilah yang dapat dijadikan upaya dalam proses menuju dunia kerja yang sangat

berbeda dengan dunia perguruan tinggi.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) juga merupakan salah satu persyaratan kelulusan
mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan. Oleh sebab itu,
Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi-kompetensi
mahasiswa, seperti memiliki kemampuan dalam menetapkan berbagai pengetahuan

dan keterampilan dalam bidang ekonomi akuntansi di lapangan kerja.



B. Maksud dan Tujuan PKL

Maksud dilakukannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang diterapkan oleh

Universitas Negeri Jakarta adalah:

1.

Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu khususnya unit kerja praktikan
saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, yaitu pada Kementerian
Perhubungan Sekertariat Jenderal Biro Keuangan dan Perlengkapan;
Menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, keterampilan, dan
kemampuan di bidang akuntansi sebelum memasuki dunia kerja;
Membandingkan teori yang didapat praktikan di perguruan tinggi dengan

praktik di lapangan secara langsung.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah:

1.

Memperoleh wawasan mengenai suatu bidang pekerjaan yang berada dalan
kondisi nyata perusahaan;

Memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan teori yang
telah diperoleh dari bangku perkuliahan;

Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas yang
memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan keahlian yang sesuai
dengan perkembangan zaman;

Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sehingga

diharapkan dapat menjadi lulusan yang siap terjun di dunia kerja.



C. Kegunaan PKL

1.

Bagi mahasiswa

a. Mahasiswa dapat mengetahui dan mendapatkan wawasan dalam dunia

kerja yang sebenarnya.

. Sebagai sarana pengembangan potensi dan kreatifitas yang dimiliki

mahasiswa.

. Mahasiswa bisa memperoleh keterampilan dan pengalaman dalam dunia

kerja.

. Menumbuhkan rasa optimis dan percaya diri pada diri mahasiswa.
. Melatih diri untuk bekerja secara professional.

. Sebagai sarana untuk mempromosikan diri di tempat Praktek Kerja

Lapangan (PKL) dilaksanakan.

2. Bagi Fakultas Ekonomi-UNJ

a. Dapat menjalin hubungan kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta

dengan perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melaksanakan PKL

(Praktek Kerja Lapangan).

. Sebagai acuan bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta untuk lebih

mendalami materi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi

praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan).

. Sebagai sarana publikasi mengenai keberadaan lembaga pendidikan

praktikan.



d. Untuk menambabh relasi kerja.
3. Bagi Pemerintah
a. Realisasi dari misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan.
b. Jalinan hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis dengan Lembaga
Perguruan Tinggi.
c. Tumbuhnya kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi

pihak yang terlibat.

D. Tempat PKL
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di salah satu instansi pemerintah, yaitu
Kementerian Perhubungan. Praktikan ditempatkan pada Biro Keuangan dan

Perlengkapan. Berikut adalah identitas lembaga tempat pelakasanaan Praktik Kerja

Lapangan:
Nama Institusi : Kementerian Perhubungan RI
Sekertariat Jenderal
Biro Keuangan dan Perlengkapan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Gambir, Jakarta Pusat 10110
Telepon :(021) 3811308, 3505006
Faksimili :(021) 3522338

Website : http://www.dephub.go.id




E. Jadwal Waktu PKL

Waktu Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama satu bulan, terhitung sejak

tanggal 7 Agustus 2014 s.d. 5 September 2014. Dalam melaksanakan praktik tersebut,

waktu kerja praktikan ditentukan dan diatur oleh pihak Biro Keuangan dan

Perlengkapan.

Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1.

Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, praktikan
melakukan persiapan dengan membuat surat izin PKL di BAAK (Biro
Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan). Surat izin tersebut dibuat
dengan cara melakukan pengajuan melalui surat pengantar yang diperoleh dari
bagian administrasi kemahasiswaan fakultas. Pengajuan tersebut dilakukan
pada bulan bulan Juni 2014. Selanjutnya, praktikan memberikan surat izin
tersebut kepada Kasubag Perbendaharaan Transportasi Darat dan
Perkeretaapian dan Tata Usaha Biro, Bapak Didik Marsudi.

Pada pertengahan Juli 2014, praktikan memperoleh jawaban dari pihak
perusahaan bahwa praktikan diizinkan untuk mengikuti kegiatan PKL di

perusahaan tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama satu

bulan, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2014 s.d. 5 September 2014. Sesuai
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dengan kesepakatan diawal, jam kerja dilaksanakan pada hari Senin-Jumat
pukul 08.00-16.00 WIB. Khusus untuk hari Jumat, jam kerja ditambah hingga
pukul 16.30 WIB.

. Tahap Pelaporan
Praktikan mulai melakukan penyusun laporan Praktik Kerja Lapangan
yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

dimulai sejak bulan September 2014.



BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Perusahaan

Pada awalnya, Kementerian Perhubungan bernama Departemen Perhubungan.
Perubahan nama tersebut tidak secara signifikan mengubah fungsi dari lembaga itu
sendiri. Baik Departemen Perhubungan mapun Kementerian Perhubungan memiliki

fungsi yang sama, yakni sebagai pengatur tata cara berkendara dan berlalu lintas.

Kementerian Perhubungan berdiri sejak periode awal kemerdekaan Indonesia.
Kabinet pertama yang membawahi lembaga ini dinamakan Kabinet Presidensiil.
Periodenya dimulai pada 2 September 1945 sampai 14 November 1945. Pada saat itu,

Menteri Perhubungan Negara Indonesia adalah Abikusno Tjokrosujono.

Perubahan demi perubahan terjadi pada Kementerian Perhubungan saat itu. Masa
kepemimpinan dari Abikusno pun berakhir dan digantikan oleh Ir. Abdulkarim.
Kabinet kedua ini dinamakan Kabinet Sjahrir. Kabinet ini dimulai pada tanggal 14

November 1945 sampai 12 Maret 1946.

Kabinet Sjahrir berjalan hingga Kabiner Sjahrir III yang belangsung hingga tahun
1947. Kabinet Sjahrir kemudian digantikan dengan Kabinet Syarifudin I dan II.

Pergantian ini diiringi dengan perombakan-perombakan kabinet lainnya yang masih

8



memiliki visi dan misi yang sama. Kementerian Perhubungan menjadi sebuah lembaga

yang cukup sibuk saat itu.

Pada Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke VI, yang berlaku pada 24 Maret
1956 sampai 9 April 1957, Kementerian Perhubungan memiliki program yang lebih
menitikberatkan pada pemenuhan berbagai moda transportasi. Alat-alat transportasi
tersebut bagi daerah-daerah, terutama bagi daerah yang berpotensi untuk menghasilkan
berbagai bahan-bahan kebutuhan pokok. Selain itu, Kementerian Perhubungan
Indonesia saat itu juga memiliki program untuk mengawasi serta memajukan sarana
transportasi yang dimiliki. Peningkatan terus dilakukan agar pesaing yang datang tidak

menjadi ancaman bagi alat-alat transportasi yang ada di Indonesia.

Kementerian Perhubungan Indonesia semakin berkembang sesuai dengan
kebutuhan. Pada masa Kabinet Pembangunan IV yang berlangsung dari tanggal 19
Maret 1983 sampai Maret 1988, Kementerian Perhubungan mulai mempunyai
beberapa direktorat. Pembagian direktorat tersebut dibedakan atas jenis alat
transportasi, yaitu Direktorat Perhubungan Darat, Direktorat Perhubungan Laut, dan

Direktorat Perhubungan Udara.

Pembagian direktorat dalam lembaga milik pemerintah ini ditujukan untuk
mempermudah kinerja. Kementerian Perhubungan pun menjadi sebuah lembaga yang
membawahi beberapa direktorat. Direktorat itu sendiri kemudian membawahi beberapa

kanwil yang terbesar di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.
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Kementerian Perhubungan mempunyai visi dan misi tersendiri dalam menjalankan
tugasnya. Hal ini dilakukan agar kemajuan perusahaan lebih terarah dengan benar.
Selain itu, Kementerian Perhubungan RI memiliki lambang dan logo yang mewakili

seluruh bagian perusahaan.

1. Visi dan Misi
a. Visi

Visi dari Kementerian Perhubungan RI adalah:

1) Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal;
2) Memiliki daya saing dengan alat-alat transportasi yang datang dari luar;
serta

3) Memberikan nilai tambah pada setiap pelayanannya.

b. Misi
Misi dari Kementerian Perhubungan RI adalah:
1) Mempertahankan jasa pelayanan berupa sarana dan prasarana
2) Melaksanakan kerja sama melalui restrukturisasi dan pembenahan sarana
dan prasarana perhubungan
3) Meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat Indonesia untuk
menggunakan berbagai jasa transportasi yang ada di Indonesia

4) Meningkatkan pelayanan jasa bagi para penggunanya
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Lambang dan Logo Perusahaan

a. Lambang Kementerian Perhubungan RI

Lambang Kementerian Perhubungan adalah gambar atau tanda sebagai
pengikat batin dan kesatuan jiwa seluruh aparatur serta merupakan
pengejawantahan  keluhuran missi KEMENHUB dalam keikutsertaan

mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Gambar II.C.1. Lambang Kementerian Perhubungan RI

Sumber: www.google.com

Lambang terdiri dari bentuk lingkaran dan pita bertuliskan Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia yang menggambarkan satu kesatuan,
kekompakan, dan keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang diemban

Kementerian Perhubungan untuk mencapai cita-cita Bangsa dan Negara.

Unsur lambang tersebut terdiri dari :

a.  Sayap tujuh helai disebelah kiri dan tujuh helai di sebelah kanan;

b. Jangkar yang menyatu dengan sayap dan ekor;
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Bola dunia warna biru dengan garis-garis warna emas yang menyatu

dengan roda gigi sebanyak 12 buah warna emas dan 12 buah warna biru;
Ekor warna emas lima helai;

Padi 45 butir dan kapas 17 buah seluruhnya berwarna emas yang

tangkainya diikat dengan pita warna emas berbentuk angka delapan;

Seloka "Wahana Manghayu Warga Pertiwi" diletakkan di dalam jangkar

warna biru;

Pita warna emas dan biru diletakkan dibawah lingkaran warna mas dengan

tulisan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Arti unsur-unsur pada lambang ialah :

a.

Burung merupakan simbolis sarana tercepat untuk mencapai sasaran dan

jangkauan perhubungan juga melambangkan Perhubungan Udara;

Jangkar merupakan sarana kokoh dan kuat menggambarkan missi
perhubungan dapat menjangkau Kepulauan Nusantara maupun seluruh
dunia dengan tabah dan tenang sekaligus melambangkan Perhubungan

Laut;

Bola dunia menggambarkan tugas dan fungsi Perhubungan melayani jasa

Perhubungan ke seluruh penjuru dunia;

Padi dan kapas berarti sandang dan pangan yang merupakan cita-cita

Bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur;
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e. Roda bergigi 24 terdiri dari 12 warna emas dan 12 warna biru perlambang
aparatur perhubungan menjalankan tugas selama 24 jam terus menerus

sekaligus melambangkan Perhubungan Darat;

f.  Lingkaran luar warna emas perlambang keseluruhan aparatur Kementerian

berfungsi dalam kesatuan sistem Perhubungan Nasional,

g. Pita pengikat padi dan kapas melambangkan keadilan dan kemakmuran dua

hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Makna unsur-unsur pada lambang ialah :

a.  Tujuh helai sayap kiri dan kanan bermaknakan Sapta Prasetya KORPRI;

b. 24 jam gigi roda bermaknakan aparatur perhubungan menjalankan

tugasnya selama 24 jam terus menerus melayani masyarakat;
c. Lima helai ekor bernamakan 5 Citra manusia Perhubungan yaitu :

1) Citra untuk mampu memelihara ketertiban dan kebersihan di segala
bidang;

2) Mampu membudayakan tepat waktu dalam pemberian jasa
perhubungan;

3) Mampu memberikan kenyamanan dan keamanan kepada
masyarakat pengguna jasa perhubungan;

4) Mampu bertindak gesit tidak berlaku lamban;
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5) Peka terhadap keluhan masyarakat namun tetap memancarkan
kepribadian yang ramah.
d. 45 butir padi 17 buah kapas yang diikat oleh simpul pita berbentuk angka
bermakna tanggal, bulan dan tahun proklamasi RI yaitu 17-8-1945.
Warna lambang terdiri dari warna biru tua yang melambangkan suasana
kedamaian yang terwujud dengan pelayanan jasa angkutan yang dilayani dengan
tertib, teratur, cepat, tepat, aman dan nyaman dan warna kuning emas

melambangkan kejayaan dan keagungan alam semesta.

b. Logo Perhubungan
Logo Kementerian Perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang

menggambarkan keluarga besar Perhubungan.

l‘ l\

S =4

Gambar I1.C.2. Logo Perhubungan

Sumber: www.google.com

Logo terdiri dari bentuk lingkaran mempunyai unsur-unsur roda bergigi,

jangkar, burung Garuda, dan bulatan bumi.

Arti dari unsur Logo ialah :



1. Roda bergigi berarti matra Perhubungan Darat

2. Jangkar berarti matra Perhubungan Laut

3. Burung Garuda berarti matra Perhubungan Udara

4. Bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa Perhubungan
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5. Warna logo terdiri dari warna biru langit (cerulean blue) berarti kedamaian dan

kuning berarti keagungan.

B. Struktur Organisasi

Kepala Biro Keuangan dan
Perlengkapan

Drs. Nelson Barus, M.M

KABAG PELAKSANAAN
ANGGARAN

Joko Santoso, S.E, M.M

KABAG AKUNTANSI

Joko Murdyono, S.E,
MAB

KABAG
PERBENDAHARAAN

Marta Hardisarwono,

KABAG
PERLENGKAPAN

Juaksa Siahaan, S.E,

S.E, M.Si M.STr.
KASUBAG ANGGARAN KASUBAG VERIFIKASI & KASUBAG KASUBAG
TRANS DARAT DAN PEMBUKUAN PERBENDAHARAAN PERLENGKAPAN
PERKERETAAPIAN TRANSPORTASI DARAT TRANSPORTASI DARAT & TRANSPORTASI DARAT

Sofia Aviantie, S.E.

& PERKERETAAPIAN

Indriati, S.E.

PERKERETAAPIAN & TATA
USAHA BIRO

Didik Mar<udi W W S F

DAN PERKERETAAPIAN

Eddy Bakhry, S.E, M.Str.
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KASUBAG
ANGGARAN
TRANSPORTASI LAUT

Ciskaningtyas H, S.E.

KASUBAG VERIFIKASI
DAN PEMBUKUAN
TRANSPORTASI LAUT

Arzikin

KASUBAG
PERBENDAHARAAN
TRANSPORTASI LAUT

Dra. Opi Yusrina, M.M

KASUBAG
PERLENGKAPAN
TRANSPORTASI LAUT

ANUGERAH DANI

KASUBAG ANGGARAN
TRANSPORTASI UDARA
DAN PENUNJANG

M. Uluan Amirta, S.T

KASUBAG VERIFIKASI
DAN PEMBUKUAN
TRANSPORTASI UDARA
DAN PENUNJANG

Syafli, S.E.

KASUBAG
PERBENDAHARAAN
TRANSPORTASI UDARA
DAN PENUNJANG

Drs. Priyotono, M.M

KASUBAG
PERLENGKAPAN
TRANSPORTASI UDARA
DAN PENUNJANG

Chairul Anwar, S.E.

Gambar I1.B. Struktur Organisasi Biro Keuangan dan Perlengkapan

Sumber: data diolah oleh penulis

1. Bagian Pelaksanaan Anggaran

Bagian pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan anggaran pendapatan

dan belanja, pengelolaan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja, revisi rencana anggaran pendapatan dan belanja, pemantauan, penilaian

dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di

lingkungan Departemen Perhubungan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pelaksanaan

Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a Penyiapan bahan pertimbangan teknis penyusunan petunjuk pelaksanaan /

operasional anggaran pendapatan dan belanja;
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b Penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja;
¢ Penyiapan bahan penyusunan revisi rencana anggaran pendapatan dan
belanja termasuk pinjaman/hibah luar negeri;

d Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

Bagian pelaksanaan Anggaran, terdiri dari:

a Subbagian Anggaran Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
b Subbagian Anggaran Transportasi Laut;

¢ Subbagian Anggaran Transportasi Udara dan Penunjang.

Masing-masing Subbagian mempunyai tugas :

a Subbagian Anggaran Transportasi Darat dan perkeretaapian mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis dan penyusunan
petunjuk pelaksanaan/operasional anggaran pendapatan dan belanja,
penyusunan revisi rencana anggaran dan belanja termasuk pinjaman/hibah
luar negeri, pemantauan dan pelaporan pelaksanan anggaran pendapatan
dan belanja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat
Jenderal Perkeretaapian, serta penyiapan bahan koordinasi laporan belanja
pegawai dan belanja barang;

b Subbagian Anggaran Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pembinaan terknis dan penyusunan petunjuk pelaksanaan



18
/operasional anggaran pendapatan dan belanja, penyusunan revisi rencana
anggaran dan belanja termasuk pinjaman /hibah luar negeri, pemantauan
dan pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada
Direktorat Jendral Perhubungan Laut Serta penyiapan bahan koordinasi
laporan belanja modal;
¢ Subbagian Anggaran Transportarsi Udara dan Penunjang mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis dan penyusunan
petunjuk pelaksanaan /operasional anggaran pendapatan dan belanja,
penyusunan revisi rencana anggaran dan belanja termasuk pinjaman/hibah
luar negeri, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja pada Direktorat Jenderal Perhubungsan Udara dan Penunjang

serta penyiapan bahan koordinasi laporan pinjaman luar negeri.

2. Bagian Akuntansi

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan urusan
pembukuan, serta penyusunan bahan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja (LRA) dan penyusunan bahan laporan pertanggumgjawaban anggaran

pendapatan dan belanja di lingkungan Departemen Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Akuntansi

menyelenggarakan fungsi:
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Penyiapan bahan verifikasi dokumen dan penilaian realisasi pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja serta tindak lanjut hasil pemeriksaan di
lingkungan Departemen Perhubungan;
Penyiapan pembukuan, penyusunan perhitungan dan pelaporan serta
pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan
Departemen Perhubungan;
Penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan untuk

anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Departemen Perhubungan.

Bagian Akuntansi, terdiri dari:

Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Darat dan
Perkeretaapian;
Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Laut;

Subbagian Verifikasi dan Pembukuan transportasi Udara dan Penunjang.

Masing-masing Subbagian mempunyai tugas :

a

Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Darat dan
Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi
dokumen dan penilaian realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja serta tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyiapan pembukuan,

penyusunan perhitungan dan pelaporan serta pertanggungjawaban
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anggaran pendapatan dan belanja, penyiapan bahan pelaksanaan sistem
akuntansi pemerintah untuk anggaran pendapatan dan belanja pada
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal
Perkeretaapian;

b Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Laut mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan Verifikasi dokumen dan penilaian realisasi
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta tindak lanjut hasil
pemeriksaan, penyiapan pembukuan, penyusunan perhitungan dan
pelaporan serta pertanggungjawaban angaran pendapatan dan belanja,
penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah untuk anggaran
pendapatan dan belanja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

¢ Subbagian verifikasi dan Pembukuan Tranportasi Udara dan Penunjang
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dokumen dan
penilaian realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta
tindak lanjuk hasil pemeriksaan, penyiapan pembukuan, penyusunan
perhitungan dan pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan
dan belanja, penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah
untuk anggaran pendapatan dan belanja pada Direktorat Jenderal

Perhubumgan Udara dan Penunjang.

3. Bagian Perbendaharaan
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Bagian Perbendaharaan mempnnyai tugas melaksanakan penyiapan dan
pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan di lingkungan Departemen

Perhubungan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian perbendaharaan

menyelenggarakan fungsi:

a Penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan keuangan;

b Penyiapan bahan penetapan pengelola anggaran;

¢ Pemantauan laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan ;

d Penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian masalah dan tindak lanjut
tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Departemen
Perhubungan,;

e Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Bagian Perbendaharaan, terdiri dari :

a Subbagian Perbendaharaan Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
b Subbagian Perbendaharaan Transportasi Laut;
¢ Subbagian Perbendaharan Transportasi Udara dan Penunjang dan Tata

Usaha Biro.

Masing-masing Subbagian mempunyai tugas :
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Subbagian Perbendaharaan Transportasi Darat dan Perkeretaapian
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan
dan penatausahaan keuangan, penetapan pengelola anggaran, pemantauan
laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan, pertimbangan penyelesaian
masalah dan tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat
Jenderal Perkeretaapian, serta penyiapan koordinasi penyusunan pengelola
anggaran di lingkungan Departemen Perhubungan;
Subbagian Perbendaharaan Transportasi Laut mempunyai tugas
melakukan  penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan
penatausahaan keuangan, penetapan pengelola anggaran, pemantauan
laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan, pertimbangan penyelesaian
masalah dan tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta penyiapan
koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) di lingkungan
Departemnen Perhubungan;
Subbagian Perbendaharaan Transportasi Udara dan Penunjang dan Tata
Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan
perbendaharaan dan penatausahaan keuangan, penetapan pengelola
anggaran, pemantauan laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan,
pertimbangan penyelesaian masalah dan tindak lanjut tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal
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Perhubungan Udara dan Penunjang, serta penyiapan koordinasi
penyelesaian laporan tuntutan perbendaharaan (TP) dan tuntutan ganti rugi
(TGR) di lingkungan Departemen Perhubungan, serta melakukan urusan

tata usaha dan rumah tangga Biro.

4. Bagian Perlengkapan

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan
dan pengelolaan administrasi perlengkapan meliputi pengadaan, inventarisasi,
pemanfaatan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara (BM/KN) di

lingkungan Departemen Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perlengkapan

menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa di
lingkungan Departemen Perhubungan;

2. Penyiapan bahan pembinaan administrasi pelaksanaan inventarisasi barang
milik/kekayaan negara di lingkungan Departemen Perhubungan;

3. Penyiapan bahan pembinaan administrasi pelaksanaan pemanfaatan dan
penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Departemen

Perhubungan;
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4. Penyiapan bahan koordinasi serah terima operasional dan penetapan status

barang milik/kekayaan negara di lingkungan Departemen Perhubungan.

Bagian Perlengkapan, terdiri dari :

a Subbagian Perlengkapan Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
b Subbagian Perlengkapan Transportai Laut;

¢ Subbagian Perlengkapan Transportasi Udara.

Masing-masing Subbagian mempunyai tugas:

a Subbagian Perlengkapan Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan
barang dan jasa, pelaksanaan inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan
serta penyiapan bahan koordinasi serah terima operasional dan penetapan
status barang milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat
Jenderal.

b Subbagian Perlengkapan Transportai Laut mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa,
pelaksanaan inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan serta penyiapan

bahan koordinasi serah terima operasional dan penetapan status barang
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milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inspektorat Jenderal.

¢ Subbagian Perlengkapan Transportasi Udara mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa,
pelaksanaan inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan serta penyiapan
bahan koordinasi serah terima operasional dan penetapan status barang
milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan dan Badan SAR

Nasional.

C. Kegiatan Umum Perusahaan

Biro Keuangan dan Perlengkapan merupakan salah satu unit kerja yang berada
dibawah naungan Sekertariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Didalamnya terdapat empat bagian penting yang saling bekerja sama, yaitu Bagian
Pelaksanaan Anggaran (Bagian 1), Bagian Akuntansi (Bagian II), Bagian
Perbendaharaan (Bagian III), dan Bagian Perlengkapan (Bagian IV). Dalam
kesehariannya, Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai kegiatan umum.
Kegiatan umum tersebut dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap permintaan, tahap

pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban.
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Permintaan Pembuatan . .
Pengajuan Ke Biro
Pengadaan Barang Anggaran Pengadaan Perncanaan
dan Modal Barang dan Modal

Pengajuan ke
Kementerian
Keuangan

POK DIPA

Pelaksanaan:

Realisasi atas
Pengadaan Barang
dan Modal

Gambar I1.C.1. Tahapan Pengadaan Barang dan Modal

Sumber: data diolah oleh penulis

Tahap pertama, semua bagian di Biro Keuangan dan Perlengkapan membuat
perencanaan anggaran pengadaan barang dan modal. Semua perencanaan anggaran
tersebut kemudian diserahkan ke bagian Satuan Kerja (SATKER) untuk disusun dan
di cek kebenarannya. Perencanaan anggaran yang diajukan oleh masing-masing bagian
mengacu pada anggaran tahun sebelumnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan.
Kemudian SATKER akan mengajukan perencanaan anggaran ke Biro Perencanaan

melalui rapat. Dalam rapat tersebut akan diperoleh hasil berupa persetujuan
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perencanaan anggaran. Hasil yang telah disetujui oleh Biro Perencanaan akan diajukan
ke Kementerin Keuangan agar pihak Kementerian Perhubungan mendapatkan DIPA.
DIPA merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang mana didalamnya terdapat
poin-poin penting mengenai anggaran yang telah disetujui oleh Kementerian
Keuangan. DIPA memiliki tiga kode, yaitu kode 51 untuk belanja gaji, kode 52 untuk
belanja barang, dan kode 53 untuk belanja modal. Khusus untuk Biro Keuangan dan
Perlengkapan, kode yang berlaku hanya dua, yaitu kode 52 dan kode 53. DIPA yang
telah diturunkan oleh Kementerian Keuangan untuk selanjutnya akan diuraikan dalam

POK (Petunjuk Operasional Kesatuan).

Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, seluruh perencanaan
anggaran yang telah disetujui dapat direalisasikan oleh masing-masing bagian di Biro
Keuangan dan Perlengkapan. Perealisasian rencana anggaran tersebut dapat berupa
pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), kegiatan perjalanan dinas (dinas fullboard atau
dinas biasa ke luar kota), dan lain-lain. Untuk memenuhi semua anngaran tersebut,
setiap bagian dapat menggunakan Uang Persediaan (UP) yang dimiliki oleh Biro
Keuangan dan Perlengkapan. Uang tersebut dapat diajukan oleh masing-masing bagian

kepada bendahara biro.

Tahap selanjutnya adalah tahap pertanggungjawaban. Tahap ini merupakan tahap
yang paling penting. Dikatakan penting karena pada tahap ini Uang Pesediaan (UP)
biro akan diisi kembali. Masing-masing bagian di Biro Keuangan dan Perlengkapan

harus membuat laporan pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti transaksi atas
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seluruh pembelian dan kegiatan yang dilakukan. Melalui data dukung tersebut,
SATKER akan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah
Membayar (SPM), Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB), dan Alat Data
Komunikasi SPM (ADK SPM). Data-data tesebut dibuat pada Aplikasi SPM 2014.
Data yang sudah dibuat kemudian akan diajukan ke KPPN. Akan tetapi, data yang
diajukan hanya SPM dan ADK SPM. Data lainnya hanya akan digunakan jika ada
pemeriksaan. Setelah diajukan, KPPN akan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D). SP2D dibagi kedalam dua jenis, yaitu Langsung dan Ganti Uang
Persediaan (GUP). Pada SP2D Langsung, Kementerian Perhubungan tidak akan
melakukan pembayaran secara langsung. Pembayaran akan dilakukan secara langsung
oleh KPPN kepada pihak yang bersangkutan disertai dengan bukti pembelian.
Sedangkan pada SP2D GUP (Ganti Uang Persediaan), pembayaran akan dilakukan
oleh KPPN dalam bentuk penggantian uang persediaan. Penggantian Uang Pesediaan
(UP) tersebut dapat dilakukan apabila uang persediaan yang digunakan sudah
mencapai angka lebih dari 50% dari nilai tetap vang persediaan. Biro Keuangan dan
Perlengkapan Kementerian Perhubungan menetapkan nilai tetap uang persediaan
sebesar Rp 300.000.000. Setelah dikeluarkannya SP2D oleh KPPN, uang akan
diturunkan ke Bank Persepsi KPPN dari Bank Kementerian. Untuk selanjutnya, uang
akan masuk ke Bendahara Umum Negara (BUN). Dari Bendahara Umum Negara
(BUN), uang akan diturunkan ke Bendahara Biro Keuangan dan Perlengkapan

Sekertariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
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Uang yang telah masuk ke Bendahara Biro Keuangan dan Perlengkapan akan
digunakan sesuai dengan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) yang telah disetujui

oleh Biro Perencanaan sebelumnya.

Melengkapi g;ﬁbl;a;%;szz;l Pengajuan SPM dan
D D T b 3
ata/Dokumentasi ADK SPM ADK SPM ke KPPN

[

(oo SP2D
N R

Gambar I1.C.2. Tahapan Pertanggungjawaban

Sumber: data diolah oleh penulis




BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapngan (PKL), praktikan ditempatkan di Biro
Keuangan dan Perlengkapan. Biro ini memiliki empat bagian penting yang saling
berkesinambungan, yaitu bagian pelaksanaan anggaran, bagian akuntansi, bagian
perbendaharaan, dan bagian perlengkapan. Ada juga bagian Satuan Kerja (SATKER)
dimana seluruh laporan dari masing-masing bagian akan bermuara. Pada biro ini,

praktikan ditempatkan di bagian Satuan Kerja (SATKER).

Adapun cakupan tugas yang menjadi bagian dari pekerjaan praktikan selama

menjalani masa Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Mengisi bon/nota dan kwitansi berdasarkan data dari masing-masing bagian
yang melakukan pembelian;

2. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP);

3. Meng-input dan mencetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat
Perintah Membayar (SPM) dengan menggunakan aplikasi SPM 2014 secara
online;

4. Mengarsipkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan Pasal 21,

22, dan 23.
30
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B. Pelaksanaan Kerja

Praktikan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terhitung sejak
tanggal 7 Agustus 2014 hingga 5 September 2014. Pada awal masa kerja, praktikan
diberikan arahan seputar Biro Keuangan dan Perlengkapan serta pekerjaan yang
dilakukan oleh bagian-bagiannya. Kemudian praktikan diarahkan menuju bagian

Satuan Kerja (SATKER) guna mengetahui kegiatan disana secara mendalam.

Kepala bagian Satuan Kerja (SATKER) memberikan penjelasan mengenai tugas
yang akan dikerjakan praktikan selama masa kerja PKL berlangsung. Tugas tersebut
memberi gambaran kepada praktikan mengenai pengisian nota, kwitansi, dan Surat
Setoran Pajak (SSP) berdasarkan data-data yang diperoleh dari masing-masing bagian
yang telah melakukan pembelian. Praktikan juga dapat mengetahui langkah-langkah

pengisian SPP dan SPM dengan menggunakan aplikasi SPM 2014.

Dalam mencapai maksud dan tujuan kegiatan Praktik Kerja Lapangan,
praktikan berupaya memahami setiap pekerjaan yang diberikan. Pemahaman tersebut
ditujukan agar praktikan dapat mencapai keahlian (skill) yang harus dimiliki
sehingga praktikan dapat melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan sebaik-
baiknya. Selain itu, dibutuhkan kedisiplinan secara berkesinambungan untuk dapat

mencapai prestasi kerja yang tinggi.
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Adapun perincian tugas yang dilakukan oleh praktikan selama menjalani Praktik
Kerja Lapangan (PKL) di Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekertariat Jenderal

Kementerian Perhubungan bagian Satuan Kerja (SATKER) adalah sebagai berikut:

1. Mengisi Bon/Nota dan Kwitansi Berdasarkan Data dari Masing-masing Bagian
yang Melakukan Pembelian
Nota adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai yang
dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli.! Biasanya nota dibuat dua
rangkap, lembar pertama untuk pembeli dan lembar kedua untuk penjual. Akan
tetapi pada praktiknya, nota tidak selalu dibuat oleh penjual dan diberikan
kepada pembeli. Pada Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian
Perhubungan, terdapat beberapa perusahaan yang langsung menyerahkan nota
kosong kepada biro. Hal tersebut disebabkan pihak ketiga tidak ingin merasa
dibebankan dengan pekerjaan sekadar untuk mengantarkan nota ke biro.
Sedangkan kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditanda
tangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah
uang tersebut.’
Nota pembelian dibuat berdasarkan data-data pembelian barang yang
dilakukan oleh masing-masing bagian di Biro Keuangan dan Perlengkapan.

Pengisian nota dilakukan secara manual menggunakan mesin tik. Data yang

! http://helpdeskapk.wikiapbn.org/artikel/nota-dan-faktur/
2 http://cipmediatama.blogspot.com/2013/03/tes.html
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diisi, yaitu nama pihak pembeli, nama barang, jumlah barang, dan harga (satuan
dan jumlahnya). Setelah pengisian nota, dilanjutkan dengan pengisian kwitansi.

Sama halnya dengan pengisian nota, pengisian kwitansi juga dilakukan
secara manual dengan menggunakan mesin tik. Besaran nominal pembayaran
dalam kwitansi dapat dilihat berdasarkan total jumlah harga barang ditambah
dengan PPN sebesar 10% pada nota.

2. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran
pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.? Bank tempat pembayaran pajak disebut

juga dengan nama Bank Persepsi.

Dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP), terdapat lima lembar
rangkap formulir yang harus diisi, diantaranya:
a. Lembar pertama diisi untuk dijadikan arsip oleh Wajib Pajak;
b. Lembar kedua diisi untuk diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN);
c. Lembar ketiga diisi untuk dilaporkan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan

Pajak (KPP);

3 www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak-ssp
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d. Lembar keempat diisi untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran;

e. Lembar kelima diisi untuk arsip Wajib Pungut (Bendahara Pemerintah).

Surat Setoran Pajak (SSP) yang diisi terdiri dari dua jenis, yaitu Surat
Setoran Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Setoran Pajak

untuk Pajak Penghasilan (PPh).

Berikut adalah langkah-langkah pengisian Surat Setoran Pajak (SSP):

a. NPWP, Nama WP dan Alamat

NPWP C I [ U T [ AN R O (A N T B R |

Difsi sesuoi dengon Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
ALAMAT WP

Gambar I11.B.2.a. NPWP, Nama WP, dan Alamat

Sumber: www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-
pajak-ssp

NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP yang dimiliki
Wajib Pajak. Nama WP diisi dengan Nama Wajib Pajak. Alamat diisi
sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar

(SKT).

NPWP diisi:

1) Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0-
XXX.000.

2) Untuk WP Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0-XXX.000.
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*XXX diisi dengan Nomor Kode KPP Domisili pembayar pajak.

Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang sah.

b. Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran

| | | | | | l | | I

Gambar I11.B.2.b. Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran

Sumber: www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-
pajak-ssp

Kode Akun Pajak diisi dengan angka Kode Akun Pajak yang tertera di atas

tabel-tabel berikut untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor.

Kode Jenis Setoran (KJS) diisi dengan angka dalam kolom “Kode Jenis
Setoran” untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor pada tabel

berikut sesuai dengan penjelasan dalam kolom “Keterangan”.

Catatan : Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar
kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan

tepat.
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c. Uraian Pembayaran (untuk SSP Standar)

Uralan Pembayaran :

Gambar I1I.B.2.c. Uraian Pembayaran

Sumber: www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-
pajak-ssp

Diisi sesuai dengan uraian dalam kolom “Jenis Setoran” yang berkenaan
dengan Kode MAP dan Kode Jenis Setoran pada tabel berikut. Khusus PPh
Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan
Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli dan lokasi objek pajak.
Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan Bangunan
yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa

dan lokasi objek sewa.

d. Masa Pajak

Masa Pajak

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des

Beri tanda stlang ( X ) pada kolom bulen, sesual dengan pembayaran untuk masa yang berkenoan

Gambar I11.B.2.d. Masa Pajak

Sumber: www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-
pajak-ssp
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Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa
pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau setoran untuk lebih dari
satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap

masa pajak.

Tahun Pajak

Tahun Pajak

I | |
Diisi Tohun terutangnya Pojok

Gambar I11.B.2.e. Tahun Pajak

Sumber: www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-
pajak-ssp

Diisi tahun terutangnya pajak, misalnya: 2014.

Nomor Ketetapan

Nomor Ketetapan o I B A T ) T ) T A
Diisi sesuol Nomor Ketetopan : STF, SKPKB atou SKPKBT

Gambar III.B.2.f. Nomor Ketetapan

Sumber: www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-
pajak-ssp

Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB,

SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan
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untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor

berdasarkan surat ketetapan pajak atau STP.

g. Jumlah Pembayaran dan Terbilang

Jumlah Pembayaran = Diisi dengan rupioh penuh

Tarkhil

Gambar I11.B.2.g. Jumlah Pembayaran dan Terbilang

Sumber: www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-
pajak-ssp

1) Jumlah Pembayaran

Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah
penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar
Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak
dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai

dengan sen.

2) Terbilang (untuk SSP Standar)

Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan

menggunakan bahasa Indonesia.
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h. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran (untuk SSP Standar)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

TN Gisaonciimieiaiananai
Cop don tanda tangan

NamMa Jelas :  ccvccicssesnssssssnssssssnsssssnnss

Gambar II1.B.2.h. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Sumber: www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-
pajak-ssp

Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima
Pembayaran (Bank Persepsi/Devisa Persepsi atau PT. Pos Indonesia),
tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran,

serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.

i.  Wajib Pajak/Penyetor (untuk SSP Standar)

Wajib Pajak/Penyetor

............................... b TEDNEIIE :cinnsisinsvarinimis
Cop don tonda tangan

NS JAlES3 cccmcscssssmummmosenssssnsscssssss
Gambuar II1.B.2.i. Wajib Pajak/Penyetor

Sumber: www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-
pajak-ssp
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Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan

nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.

j-  Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran (untuk SSP Standar)

“ Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *
Ruang Validasi Kantor Penerima Pemb

F.2.032.01

Gambar I11.B.2.j. Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Sumber: www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-
pajak-ssp

Diisi Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor
Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP) hanya oleh
Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Modul

Penerimaan Negara (MPN) dengan Direktorat Jenderal Pajak.

3. Meng-input dan Mencetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat
Perintah Membayar (SPM) dengan Menggunakan Aplikasi SPM 2014 Secara
Online

Aplikasi SPM 2014 merupakan aplikasi yang digunakan oleh Biro
Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan untuk mempermudah
pembuatan data. Aplikasi ini bersifat online dan rahasia. Dalam Aplikasi SPM
2014 terdapat tiga user, yaitu User Admin, User PPK, dan User PPSPM. User

Admin merupakan user yang digunakan untuk melakukan transfer pagu dipa
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dan pengisian refrensi. User PPK digunakan untuk membuat SPP. Sedangkan

User PPSPM berfungsi untuk membuat SPM setelah pembuuatan SPP dengan

menggunakan User PPK.

Berikut ini adalah langkah —langkah dalam pembuatan SPP:

a. Membuka aplikasi SPM 2014. Masukan user dengan user yang sudah

di rekam pada startup 2014 (user: spp) dan password: spp, lalu klik

login.

b. Muncullah tampilan Aplikasi SPP 2014.

c. Pilih SPP lalu klik RUH SPP.

d. Klik rekam lalu isi:

1))
2)
3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

Jenis SPM;

Nomor SPP (/SPP/KPA-B.I11/08/2014);,

Tanggal;

Kegiatan, Output, Fungsi, Sub Fungsi, dan Program. Kegiatannya
memiliki kode 1934;

Isi jenis belanja: kode 51 untuk belanja gaji, kode 52 untuk belanja
barang, dan kode 53 untuk belanja modal;

Isi beban: kode A untuk rupiah murni dan kode B untuk PHLN
(Pinjaman Hibah Luar Negeri);

Isi kewenangan pelaksanaan;

Isi lokasi: 01 untuk DKI Jakarta, 51 untuk Jakarata Pusat;

Isi jenis pembayaran;
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10) Klik enter. Klik supplier.

Isi kolom “dibebankan pada SPM UP/TUP” dan kolom “untuk”, klik
kembali. Klik akun;

Isi sesuai dengan MAK yang dilihat lewat SPTB. Masukan angka di
kolom rupiah sesuai dengan jumlah pengeluaran. Klik kembali;

Jika ingin mencetak SPP, masuk menu SPP lalu klik sub menu cetak
SPP;

Berikan tanda checklist (V) pada Kotak Proses lalu pilih cetak ke Layar
atau langsung ke Printer;

Setelah proses Cetak SPP maka jika seting Database yang dipilih
adalah Gabung, PPSPM bisa langsung melakukan proses Catat, Ubah,
Batal SPM. Setelah Proses perekaman SPP selesai maka PPSPM bisa
langsung melakukan proses Catat, Batal dan Hapus SPM dengan

masuk ke Level SPM.

Langkah-langkah dalam Pembuatan SPM:

a.

Membuka aplikasi SPM 2014. Masukan user dengan user yang sudah
di rekam pada startup 2014 (user: spm) dan password: spm, lalu klik
login.

Pilih Menu SPM dan Sub Menu Catat, Batal dan Hapus SPM.

Klik SPP yang akan di Catat lalu pilih tombol PILIH di kanan bawah.
Isikan uraian Keterangan jika diperlukan isikan tanggal pembuatan

SPM pilih tombol Simpan.
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e. Lakukan Proses Cetak SPM pada menu SPM dan Sub Menu Cetak
SPM
f.  Klik Sub Menu Cetak SPM.
g. Berikan tanda checklist (\) pada Kotak Proses lalu pilih cetak ke
Layar atau langsung ke Printer.
4. Mengarsipkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21,

22, dan 23

Untuk mengarsipkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak, data-data

yang dibutuhkan adalah:

a. Pasal 21:

1) Daftar pemotongan PPh Pasal 21;

2) SPT PPh Pasal 21;

3) Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pemotongan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21. Surat Setoran Pajak (SSP) ada lima
lembar:

a) Lembar pertama diisi untuk dijadikan arsip oleh Wajib Pajak;

b) Lembar kedua diisi untuk diserahkan ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN);

c) Lembar ketiga diisi untuk dilaporkan Wajib Pajak ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP);

d) Lembar keempat diisi untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran;
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e) Lembar kelima diisi untuk arsip Wajib Pungut (Bendahara
Pemerintah).
4) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
b. Pasal 22:
1) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22;
2) Daftar bukti pemungutan PPh Pasal 22;
3) Bukti penerimaan pajak;
4) SSP lembar satu dan lima.
c. Pasal 23:
1) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23;
2) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23;
3) Bukti penerimaan pajak;
4) SSP lembar satu dan lima.
C. Kendala yang Dihadapi
Dalam setiap hal, tentu akan ditemui berbagai kendala, tidak terkecuali dalam
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh praktikan. Hal ini cukup wajar
dialami, terutama bagi praktikan yang masih tergolong pemula dalam dunia kerja.
Berikut adalah berbagai kendala yang dihadapi oleh praktikan selama masa
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian
Perhubungan RI:
1. Tuntutan tingkat kehati-hatian pada saat pengisian bon/nota, kwitansi, dan

Surat Setoran Pajak (SSP). Bon/nota, kwitansi, dan Surat Setoran Pajak (SSP)
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diisi secara manual dengan menggunakan mesin tik. Praktikan dituntut untuk
tidak melakukan kesalahan pada saat pengetikan karena proses pengetikan
tidak dapat diulang;

Dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), terkadang terjadi kesalahan perhitungan pajak.
Pada saat menggunakan Aplikasi SPM 2014, praktikan masih belum paham

mengenai cara pengisiannya di awal penggunaan.

D. Cara Mengatasi Kendala

Atas berbagai kendala yang dihadapi oleh praktikan selama masa Praktik Kerja

Lapangan (PKL), praktikan terus berupaya untuk terus meminimalisir kesalahan

agar kualitas kinerja praktikan semakin meningkat. Berikut adalah upaya yang

dilakukan oleh praktikan dalam mengatasi kendala yang dihadapi:

1.

Dalam kegiatan pembelian, biasanya penjual akan memberikan bon/nota
pembelian kepada pembeli. Akan tetapi, di Biro Keuangan dan Perlengkapan
tidak selalu demikian. Ada beberapa perusahaan yang memberikan bon/nota
kosong untuk diisi oleh pihak Biro Keuangan dan Perlengkapan. Pengisian
bon/nota itu mengacu pada barang-barang yang sudah dibeli sebelumnya. Hal
ini juga berlaku pada pengisian kwitansi dan Surat Setoran Pajak (SSP).

Pengisian bon/nota, kwitansi, dan Surat Setoran Pajak (SSP) dilakukan secara
manual dengan menggunakan mesin tik, bukan komputer. Jadi tidak boleh ada
kesalahan dalam pengetikan sebab pengisian yang dilakukan dengan

menggunakan mesin tik tidak dapat diulang.
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Diawal penggunaan mesin tik, praktikan beberapa kali mengalami kesalahan
dalam pengetikan sehingga mendapat teguran akan tetapi masih dimaafkan.
Untuk selanjutnya, karena dilakukan hampir setiap hari, praktikan semakin
berhati-hati dan teliti ketika mengisi bon/nota, kwitansi, dan Surat Setoran
Pajak (SSP) sehingga tidak terjadi kesalahan pengetikan.

Pada saat pengisian Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dalam Surat Setoraan Pajak (SSP), terkadang terjadi kesalahan dalam
perhitungan pajaknya. Hal tersebut dapat menjadi fatal karena berpengaruh
pada laporan keuangan lainnya. Saat terjadi hal yang demikian, praktikan
segera mengkonfirmasi ulang kepada Bendahara Pengeluaran di Satuan Kerja
untuk meminta perbaikan atas perhitungan pajak. Setelah itu, perhitungan pajak
yang sudah diperbaiki diberikan kepada praktikan kembali.

Pada saat awal penggunaan Aplikasi SPM 2014 pun, praktikan masih merasa
bingung terhadap pengisian SPP dan SPM. Banyak konten-konten yang harus
dimasukan untuk melengkapi data. Praktikan cukup kesulitan dalam menangani
hal tersebut karena pengisian SPP dan SPM mengacu pada laporan
pertanggungjawaban yang dibuat oleh masing-masing bagian di Biro Keuangan
dan Perlengkapan. Akan tetapi, praktikan belajar dari berbagai kesalahan dan
akhirnya praktikan mampu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dengan

baik.



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Program Praktik Kerja Lapangan merupakan sarana yang diberikan perguruan
tinggi sebagai langkah mempersiapkan calon lulusan untuk siap terjun ke dunia kerja.
Memiliki bobot sebanyak 2 (dua) SKS, program Praktik Kerja Lapangan dilakukan
selama 1 (satu) bulan oleh mahasiswa berjenjang Sarjana.

Selama menjalani masa PKL tersebut, praktikan memperoleh banyak pengetahuan
dan wawasan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Terutama dalam
kegiatan harian praktikan, yaitu mengisi bon/nota dan kwitansi berdasarkan data dari
masing-masing bagian yang melakukan pembelian, mengisi Surat Setoran Pajak (SSP),
meng-input dan mencetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah
Membayar (SPM) dengan menggunakan aplikasi SPM 2014 secara online,
mengarsipkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, dan

23.

Kegiatan harian tersebut banyak membantu praktikan dalam memperoleh

pengetahuan dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan PKL. Berikut adalah hasil yang
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diperoleh praktikan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Biro Keuangan dan

Perlengkapan Kementerian Perhubungan RI:

1. Mengetahui bentuk fisik serta cara pengisian bon/nota dan kwitansi dari beberapa
perusahaan;

2. Mengetahui bentuk fisik dan cara pengisian Surat Setoran Pajak SSP;

3. Mengetahui cara menggunakan dan menginput data pada aplikasi SPM 2014 yang
digunakan pada Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan RI;

4. Mengetahui bentuk fisik Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan
Pasal 21, 22, dan 23

B. Saran

Dari pelaksanaan PKL yang telah dijalani, praktikan memiliki beberapa saran yang
dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak yang terkait dalam program tersebut.
1. Bagi Mahasiswa, yakni:

a. Mencari dan menemukan tempat PKL yang sesuai dengan kebutuhan program
studi bahkan konsentrasi masing-masing agar dapat mempelajari secara lebih
jelas mengenai teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan;

b. Mempersiapkan diri sebelum melaksanakan program PKL dengan mengurus
segala keperluan administratif;

c. Menaati setiap tata tertib dan aturan yang diberlakukan perusahaan; serta

d. Melaksanakan setiap tugas yang diberikan perusahaan dengan penuh tanggung

jawab dan disiplin tinggi.
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2. Bagi perguruan tinggi, yakni:

a.

Senantiasa menjalin hubungan baik dengan berbagai institusi, lembaga,
maupun perusahaan yang berpotensi

Mengembangkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa yang akan
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan; serta

Meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh, khususnya

pada tahap persiapan PKL.

3. Bagi perusahaan, yakni:

a.

Meningkatkan nilai integritas baik pada sesama karyawan, satuan kerja
perusahaan, lingkungan, serta masyarakat sekitar perusahaan;

Meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan agar nama baik perusahaan
senantiasa terjaga;

Menjaga dan meningkatkan stabilitas keamanan perusahaan, baik pada jam
kerja maupun di luar jam kerja;

Menjaga dan meningkatkan mutu produk serta pengembangan dan sasaran
perusahaan hingga mencapai level multinasional; dan

Meningkatkan akreditas dan penghargaan perusahaan baik pada kancah

nasional maupun internasional.
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Lampiran 1 Surat Permohonan Pelaksanaan PKL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta. Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR I 4895130, PR 11 : 4893918, PR III : 4892926, PR [V : 4893982,
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bag. UHTP : Telp. 4893726, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor  : 3951/UN39.12/KM/2014 30 Juni 2014
Lamp. -1 lembar
Hal : Permohonan lzin Praktek Kerja Lapangan

Yth. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
Kementerian Perhubungan RI

Kami mohon kesediaan Saudara, untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri
Jakarta :

Jurusan . Ekonomi dan Administrasi

Fakultas . Ekonomi

Sebanyak . 2 Orang (Shinta Ningrum W, dkk) Daftar Nama Terlampir.

Untuk Mengadakan : Praktek Kerja Lapangan

Dalam Rangka : Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan
Pada tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2014

No. Telp/HP : 089696750412

Di . Kementerian Perhubungan RI,

JI. Medan Merdeka Barat, No.8, Jakarta 10110

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan,

Tembusan : .
1. Dekan Fakultas Ekonomi W 95702161984031001
2. Kaprog / Jurusan Ekonomi dan Administrasi
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Lampiran 2 Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 | TELP. :(021) 3811308,3505006 | TLX :46116 Menhub IA

JAKARTA 10110 FAX :(021)3522338 email : pusdatin@dephub.go.id
SMS center : +62.813-111111-05 | home page : www.dephub.go.id
Nomor . SM 106/2/3 PHB 2014 Jakarta, 15 Juli 2014
Lampiran -
Perihal . Pelaksanaan Praktek Kepada

Kerja Lapangan
Yth. Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan
Universitas Negeri Jakarta
di

JAKARTA

1. Menindaklanjuti surat permohonan Saudara Nomor. 38951/UN38.12/KM/
2014 tanggal 30 Juni 2014 perihal tersebut pada pokok surat, bahwa
Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Universitas
Negeri Jakarta yang akan mengadakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan
(PKL) di Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan

adalah :
[NO NIM NAMA MAHASISWA JURUSAN
M P— | SHINTA NINGRUM _AKUNTANS|
WULANDARI
MUHAMMAD NUR -
2 8105123315 PIRDAUS AKUNTANSI

2. Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya Biro Keuangan dan
Perlengkapan tidak keberatan atas permohonan PKL dimaksud yang dimulai
pada tanggal 1 s.d 31 Agustus 2014,

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan
terima kasih.

“Keselematan dan Keamanan Transportasi Merupakan Tujuan Bersama"
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Lampiran 3 Lembar Absensi PKL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERT JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp: (021)4721227, F.
wWww.uni

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nama COGHINTA AINGROM  wULANDAR |

No. Registrasi L BIOS123327 e,

Program Studi . PENDIKAN EKONOMI /PENDIDICAN ARUNTANSL REG ~2012
Tempat Praktik | FEMENTEUUN Pewtieonaal R

Alamat PraktikTelp ZLMEW MERDEKA BARAT No.B, JAARTA l0it0
(021) 38I'308 , 35D 5006

NO ‘ HARITANGGAL . PIR."\F KETERANGAN |

1| RAMIS 7 ARGTUS 20
‘ 3, | e, B AGUSDE 20U e

3. | RN, N AGETUS 209 .

g, | SENIN , 1B AQusTUS api4
g, | SEUSA , 19 AGUSTY 2018

14, | SElasA 26 AqusTUT 30

15| PABU , 27 AGUTLS 2014

Tl Mplaronte, e 1y
: ‘%Qrw 3 [_"/a )
—— NP 196571329 197603 100y

Format ini dapat diperhanyak sesuai kebutuhan

Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp: (021)4721227, Fax:(021) 4706285
www unj.ac.id/fe

gleed,
Pt
DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
i B
Nama - SHINTA _ NINGRUM WUANDag,
No. Registrasi : 8los123 S
Program Studi . PENDIDIKAN  EKONOV / PENDIDIKAN ALUNTANST AEG 202
Tempat Praktik 7 JEMENTERIAR  PERBUbGARS Rl
Alamat Praktik/Telp : .J&; MEPAN MEMDERA BARAT rp.g , TAKARTA 1010
(o0a1) 3811368, 35D SDOE
NO HARVTANGGAL 0l PARAF KETERANGAN
L[ JAME 28 aausTs 2o . (LS. o, | |
2. | JMAT | 29 AGWTUS 2014

| demis g SepTeMeRR
5| JUMAT | S SEPTEMBER 2oi4

8.
9 I s
10 et 1 vsssmes
T - i iR
12 ‘ . 12 |
13. | 13.
14. 14...
15 | N !

| {

L\ Jutaf et S iy
S Pemboms (TH/a )

- Aip! tgsriag i9abes 100y

Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



Lampiran 4 Lembar Penilaian PKL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp: (021)4721227, Fax : (021} 4706285
www.unjac.id/fe

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM SARJANA (S1)

....... SKS
Nama 3 TRUNTA, NINGRUM WOkahDaR!
No.Registrasi . 2losi23327
Program Studi . PENDIDIKAN Bq:nom, / PENDIDH!.AN ARUNTANE) REG 2p(2
Tempat Praktik 5, PEMERITERIAN W%BU%AN R

Alamat Praktik/Telp IL. MEDAN MERDEKA BARAT No.B, JAKARTA l0ng

(021 3811308, 3505006

NO ASPEK YANG DINILAI Shot KETERANGAN
1 | Kehadiran ga 1.Keterangan Penilaian :
2 | Kedisiplinan 90 | Skor  Nilai Predikat
3 I Sikap dan Kepribadian 30 ‘ 80-100 A Sangat baik
4 | Kemampuan Dasar 8r [#=2 B Baik |
80 60-69 C Cukup |

5 | Ketrampilan Menggunakan Fasilitas

ﬁ(" 5559 D Kurang

6 | Kemampuan Membaca  Situasi dan | .70
2.Alokasi Waktu Praktik :
Mengambil |
‘_ 2 sks : 90-120 jam kerja efekuif |

7 | Keputusan
3 sks - 135-175 jam kera

8 | Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan efektif

9 | Aktivitas dan Kreativitas

- SO Nilai Rata-rata :
10 Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas

| Hasil Pekerjaan

| Nilai Akhir :
' [ | A |
‘ Angkabulat‘

!

Jumlah B

Jakarta,.. .. September 2014

Penilai,

?vm MWUR’-UHL 3

Catatan : . X ; 73)”511‘9 [J”/}/q

Mohon legalitas dengan cap N TP, LA //&3 e Jc)of
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Lampiran 5 Surat Keterangan Pelaksanaan PKL

b
oY

N o4

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SERTIFIKAT

Menyatakan bahwa :

Nama : Shinta Ningrum Wulandari
NIM : 8105123327

Program Keahlian : Akuntansi

Nama Universitas : Universitas Negeri Jakarta

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada unit kerja Biro Keuangan dan Perlengkapan
Sekretariat Jenderal Selama 1 (Satu) bulan mulai tanggal 01 s/d 31 Agustus 2014.

Jakarta, 01 September 2014

SEKRETARIAT | 4

: na Utama Muda (IvV/c)
NIP. 19581014 198503 1 003



Lampiran 6 Rincian Tugas Pelaksanaan PKL
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No. Hari, Tanggal Aktivitas Pembimbing
1. | Kamis, e Pengarahan oleh Kasubag Pak Didik
7 Agustus 2014 Perbendaharaan Transportasi Pak Syafli
Darat dan Perkeretaapian dan
Tata Usaha Biro, Bapak
Didik Marsudi
e Perkenalan kepada karyawan
di Biro Keuangan dan
Perlengkapan
2. | Jumat, e Penjelasan mengenai Pak Tulus
8 Agustus 2014 kegiatan umum yang Pak Yudi
dilakukan sehari-hari
3. | Senin, e Membuat daftar rincian biaya Pak Tulus
11 Agustus 2014 ATK Pak Yudi
¢ Pengisian bon, kwitansi, dan
SSP (Surat Setoran Pajak)
4. | Selasa, e Membuat daftar rincian biaya Pak Tulus
12 Agustus 2014 ATK Pak Yudi
¢ Pengisian bon, kwitansi, dan
SSP (Surat Setoran Pajak)
5. | Rabu, e Membuat daftar rincian biaya Pak Tulus
13 Agustus 2014 ATK Pak Yudi
¢ Pengisian bon, kwitansi, dan
SSP (Surat Setoran Pajak)
6. | Kamis, e Membuat daftar rincian biaya Pak Tulus
14 Agustus 2014 ATK Pak Yudi
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¢ Pengisian bon, kwitansi, dan
SSP (Surat Setoran Pajak)
e Pengisian SPP (Surat

Permintaan Pembayaran)

7. | Jumat, e Membuat daftar rincian biaya Pak Tulus
15 Agustus 2014 ATK Pak Yudi
e Pengisian bon dan kwitansi
e Pengisian  SPM  (Surat
Perintah Membayar)
8. | Senin, e Membuat daftar rincian biaya Pak Tulus
18 Agustus 2014 ATK Pak Yudi
¢ Pengisian bon, kwitansi, dan
SSP (Surat Setoran Pajak)
9. | Selasa, e Membuat daftar rincian biaya Pak Tulus
19 Agustus 2014 ATK Pak Yudi
¢ Pengisian bon, kwitansi, dan
SSP (Surat Setoran Pajak)
10. | Rabu, e Membuat daftar rincian biaya Pak Tulus
20 Agustus 2014 ATK Pak Yudi
¢ Pengisian bon, kwitansi, dan
SSP (Surat Setoran Pajak)
11. | Kamis, e Membuat daftar rincian biaya Pak Tulus
21 Agustus 2014 ATK Pak Yudi
¢ Pengisian bon, kwitansi, dan
SSP (Surat Setoran Pajak)
12. | Jumat, e Membuat daftar rincian biaya Pak Tulus
22 Agustus 2014 ATK Pak Yudi
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e Pengisian bon, kwitansi, dan

SSP (Surat Setoran Pajak)

13. | Senin, e Membuat daftar rincian biaya Pak Tulus
25 Agustus 2014 ATK Pak Yudi
¢ Pengisian bon, kwitansi, dan
SSP (Surat Setoran Pajak)
14. | Selasa, e Membuat daftar rincian biaya Pak Tulus
26 Agustus 2014 ATK Pak Yudi
¢ Pengisian bon, kwitansi, dan
SSP (Surat Setoran Pajak)
15. | Rabu, e Membuat daftar rincian biaya Pak Tulus
27 Agustus 2014 ATK Pak Yudi
¢ Pengisian bon, kwitansi, dan
SSP (Surat Setoran Pajak)
16. | Kamis, e Pengarsipan Surat Pak Tulus
28 Agustus 2014 Pemberitahuan (SPT) masa Pak Yudi
Pajak Penghasilan Pasal 21,
22, dan 23
17. | Jumat, e Pengarsipan Surat Pak Tulus
29 Agustus 2014 Pemberitahuan (SPT) masa Pak Yudi
Pajak Penghasilan Pasal 21,
22, dan 23
18. | Senin, e Pengarsipan Surat Pak Tulus
1 September 2014 Pemberitahuan (SPT) masa Pak Yudi
Pajak Penghasilan Pasal 21,
22, dan 23
19. | Selasa, e Pengarsipan Surat Pak Tulus
2 September 2014 Pemberitahuan (SPT) masa Pak Yudi
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Pajak Penghasilan Pasal 21,
22, dan 23

20. | Rabu, e Pengarsipan Surat Pak Tulus
3 September 2014 Pemberitahuan (SPT) masa Pak Yudi
Pajak Penghasilan Pasal 21,
22, dan 23
21. | Kamis, e Pengarsipan Surat Pak Tulus
4 September 2014 Pemberitahuan (SPT) masa Pak Yudi
Pajak Penghasilan Pasal 21,
22, dan 23
22. | Jumat, ¢ Pengarsipan Surat Pak Tulus
5 September 2014 Pemberitahuan (SPT) masa Pak Yudi

Pajak Penghasilan Pasal 21,
22, dan 23




Lampiran 7 Tampilan Bon/Nota

Sk ¥ ¥ e m"
e Vons® hi wneetjet 5a
sl Yonet Wi wesef el B
Sfefbar afleio 7 d
hertns @nlflsio ad
herban ploke sopy o8 B0 GFel
Yonep & Flet 1eSadugen

Tonef wnddfdet 0% /i iLiow
Vorer waneriet |5/ nagshibe

} Kie  hey subal skl jen Un Felle

Rim Aoy suPet menterl eafeds (bOuS) z
€ Bim | Lever Flastia

YoMl RE e Nedeie BLLa8 i

L T e

-

o

B S S

I EEE—




63

Lampiran 8 Tampilan Kwitansi




Lampiran 9 Tampilan Surat Setoran Pajak PPN

e
- SURAT SETORAN PAJAK- ]
, KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. : LEMBAR 73
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | (SSP) ,

< Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP GO 80§ [ 6 e 7 213 N 6 5 i T B0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokak Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV.r.SINAR.KARANG

ALAMAT WP

arta. Timur

NOP -8 ST PO I iy S o bl e | il £ s ) R 1
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
Sl Uraian Pambayaran: PPn..10%
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran d : :

la 1411, 29101 | [10,0]

: : Masa P&jak i e G !
Jan | Feb | Mar | Apr {:Mei | Jun.f:Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des - Tahun Pajak
: X sl |210|1_|4|
Beri tanda silang ( X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak

NomorKetetapan < | 4 | oy o |/ o VAL oo 17Ty o 1/ |
Dilsi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT ‘

Jumiah Pembayaran :Rp.912.200,
Te.-b.|ang,8emb11an ratus dua belas ribu dua ratus rupiah,

Diisi dengan rupiah penuh

Diterima oleh Kanto Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor

Tdnggal ...
Cap dan

tghHt

Nama Jelas ;

"Tenma Kasih Telah Membayar Pajak-Pajak Untuk Pembangunan Bangsa
RuangVaIldasr Kantor Peneﬂma Pembayaran

INDWEYH - 0L

L LULOLUELBOS0BO. ¢ Nd LN
00f00E ¢Le Hair ¢ HY' AL
.I_bd.ib&.ld YHYHUN WM 04t LOUGUZUIEOL & MM ~ON
Z5:PE 80 PT0Z/L0/PZ dHEA TS0560 LESEL BTLLP @ "Xdl “oN]

BNYHYH HYNLS

'Ir2.d32.01




Lampiran 10 Tampilan Surat Setoran Pajak PPh

57 KEMENTERIAN KEUANGAN R), | SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR "I <
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP) b

Untuk arsip WP

NPWP S e R L R R

Diist sesual dengan Nomor Pokok Wajib 2ajak yar ro ik

NAMA Wp : CV DERMAGA . INDAH
) " JLUUTAMK BAYA lo 99" Br.mloa, csmmme JAKARTA - BAHA®

ALAMAT WP

Tl S

Diisi sesual dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

Kode ko | Jj.nk ~ode Jenis Setoran .

411l alalzl2] - [9lo o]

Masa Pajak St Bl
Jan | Peb | Mar 1 Apr | Mei —“’l_ Jul Ags | Sep 7. Okt | Nop | Des el
. s = e L2lof |4

- - Diisi tahun terutangnya pajak

Beii tanda sifang (<) pada kolom bulan, sesyai dengan pembayaran untuk masa yang bekenae

Nomor Ketetapan = %__L U,’_ ‘ l l/‘ ‘ !/L l ‘ L/I ‘ |

Diisf sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Bp. 287.640,- Diisi dengan rupiah penul |
Terbilang : #.Dua. ratus delapan. puluh tu;uh ribu enam ratul _empat pulul
- rupish #
Diterima oleh Kantor Peu.cumgjcmbayamn Wajib Pajak/Penyetor
. Tanggal e & ..dakarta. .. ..o Sl sy 2014
i ke N ] anda ta P

Nama Jelas ..o X Nama Jelas :.

i Teru M Membayar Pajak - Pajak Untuk Pcmbangunan Bangsa
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
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Lampiran 11 Tampilan Surat Permintaan Pembayaran

e

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal
Sifat Pembayaran : (3)

Penggantian UP (GUP)

: 14-08-2014 Nomor 00143SPP/KPA-B.111/08/2014

Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

[T Deparemen/Lembaga : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (022) 7 Kegiatan : Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
2 Unit Organisasi : SEKRETARIAT JENDERAL (01) Perlengk di Lingk k Perhubungan
3 Kantor/Satker : BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SETJEN KEMENHUB

(466348) 8 Kode Kegiatan : 1934
9 Kode Fungsi, 1 01.01.01
4 Lokasi . DKI JAKARTA (01) S Fungsi, Program
g;f;:ﬁt ?:&:;ﬁf&‘sﬁ) 10 Kewenangan Pelaksanaan : (KP) Kantor Pusat
Repada
Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SETJEN KEMENHUB
di DKI JAKARTA
Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-022.01.1.466348/2014, 05-12-2013, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagal berikut ;
1. Jumiah pembayaran yang dimintakan  : Rp. 93.000.000
( "**sembilan puluh tiga juta rupiah*** )
2. Untuk keperiuan : Penggantian Uang Persediaan (UP) Belanja Perjalanan Dinas Paket Mestin g Luar Kota.
3. Jenis Belanja : BELANJA BARANG
4. Atas Nama : Bendahara Pengeluaran BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SETJEN KEMENHUB
5. Alamat : JI. Merdeka Barat No.8
6. Mempunyai rekening : PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk. KC H JL. MAJAPAHIT NO. 16 JAKARTA
nomor rekening : 0086943261
7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak o
8. Nilai SPK/Kontrak : Rp.0
9. Dengan penjel :
No I KEGIATAN/OUTPUT/MAK PAGU SPPISPM S.D. SPPINI JUMLAH $.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPPINI
1 SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA Rp) ®p) Rp) Rp) ®Rp)
1934013, 524119 1.663.365.000 743.370.300 93.000.000 836.370.300 826.994.700
Jumlah | 1.663.365.0001 743.370.300 $3.000.000 836.370.300 826.994.700
Il. | SEMUA KEGIATAN
1934 22.503.236.000, 773.436.200 93.000.000 866.436.200 21.636.799.800
Jumiah Il 22.503.236.000 773.436.200 93.000.000 866.436.200 21.636.799.800
UANG PERSEDIAAN
Lampiran [0 Jtembar 0 [SuratBuku 0 |STS....Lembar
Pendukung ... Pengeluaran ......Lembar

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SETJEN KEMENHUB (466348)
pada tanggal

Drs. MARTA HARDISARWONO M,Si
NIP. 196403071880031002

DKI JAKARTA, Tanggal seperti di atas
Pefabat Pembuat Komitpden

BIRQ KEUANG)

TULUS MANURUNG, SE, MM

NIP. 196511291996031004

PERLENGKAPAN SETJEN KEMENHUB (466348)
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Lampiran 12 Tampilan Surat Perintah Membayar




Lampiran 13 Tampilan SPT Masa PPh Pasal 21

" area staples
5]

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Formulir ini digunakan untuk melaporkan

[ ]
mO0O0O
FORMULIR 1721

area barcode

KEMENTERIAN KEUANGAN RI Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Pasal 26
Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini JUMLAH LEMBAR SPT
MASA PAJAK : SPT SPT TERMASUK LAMPIRAN :
[mm-ywl Ho1 07 . 2014 NORMAL Ho3 D PEMBETULAN KE : Hoa | (Diis| OLEH PETUGAS)
—_— = e HO]
A. IDENTITAS PEMOTONG
1. NPWP 1 ADY 00.444.603.5 - 025 . 000
2. NAMA T oA02 ' BIRO KEUANGAN SETJEN DEP. PERHUBUNGAN
3. ALAMAT 1 A3 JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA PUSAT
4. NO.TELEPON : At4 (021) 3811308, 3505008 6. EMAIL; a®s
B. OBJEK PAJAK
JUMLAH

KODE OBJEK JUMLAH PENGHASILAN JUMLAH PAJAK

NO PENERIMA PENGHASILAN Fik P;ﬁgszg& BRUTO (Rp) DIPOTONG (Rp)

PEGAWAI TETAP 21-100-01

2. |PENERIMA PENSIUN BERKALA 21-100-02
3. |PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS 21-100-03

4. |BUKAN PEGAWAI

4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM) 21-100-04

4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI 21-100-05

4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN 21-100-06

4d. TENAGA AHLI 21-100-07
BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA MBALAN YANG BERGIFAT

48 BERKESINAMBUNGAN 2 Rl

BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK

4. BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN 21710009
5. |ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK S ivido
_ ™ |MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP &
5. |MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKS, TANTIEM, S
" _|BONUS ATAU IMBALAN LAIN
7. |PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN 21-100-12
8. |PESERTA KEGIATAN 21-100-13
g, |PENERIVA PENGHASILAN YANG DIPGTONG PPH PASAL 21 TIDAK FINAL
- |LAINNYA 21-100-99
10. PEGAWAI/PEMBERI JASA/IPESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENDIUN 27.100-99

BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

11. [JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 8.D. 10)

STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)

13 KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI

wersne [ ICICICICICICI I

01 02 03 04 05 06 a7 08

10 11 12 TAHUN KALENDER (rry

14, JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)

B.04

15 PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)

8Os

LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR

16 PPhPASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN
(PINDAHAN DAR| BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)

17 PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16) 807

18 KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy) Lit
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P HALAMAN1 R
Created by : @kp2kppacitan. Semua Pelayanan dan Formulir yang disediakan GRATIS

Bz ]
; OmO0O
NPWP PEMOTONG : 80¢ - ; FORMULIR 1721
. OBJEK PAJAK FINAL
KODEOBUEK | JYMLAH | JUMLAH PENGHASILAN | JUMLAH PAJAK
NO PENERIMA PENGHASILAN PAJAK . ;;gﬁémn SRUTO (Rp) DIPOTONG (Rp)

PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS 21-401-01
2. PENERIMA UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI 21-401-02
¢ UA DAN SEJENIS YANG D SEKALIGUS 5
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGER| SIPIL, ANGGOTA TNUPOLRI DAN PENSIUNAN
3. |YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA 21-402-01 10 24,480,000.00 2,328,000.00
KEUANGAN NEGARA/DAERAH
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL
4. LAINNYA 21-498-99
254 5. |JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 8.D. 4) 24,480,000.00 2,320,000.00
D. LAMPIRAN
1. FORMULIR 1721 -1 5. FORMULIR 1721 -V
- wwens [ ]5 LENEAR
D 2. FORMULIR 1721 -1 LEMBAR l:l 6. FORMULIR 1721 -V
0.3 (Untuk Satu Tahun Pajak) 1 e e i1
3. FORMULIR 1721 -1l 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
D 095 0.08 Sl D D12 DANATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) 013 REWBAR
- I:l 4. FORMULIR 1721 -l LEMBAR D 8. SURAT KUASA KHUSUS
DOT .08 D4

E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan atas segala termasuk kI ki sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang
telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

1. [] =« pemoTONG [ e vuasa

2 NPWP : 24.445.834.4 - OAE o0
3 NAMA G . YUDHI PUTRANTO

4 TANGGAL © - 8 - 2014

5 TEMPAT ©
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Lampiran 14 Tampilan Daftar Pemotongan PPh Pasal 21

= DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 HE D-DE
i, Formulls ini digunakan untuk melaporkan p«mmg-.(.l:l::’;\.ﬂm bukll pemotongan manggunakan formullr 1721-VI FURMULIR 21
KEMENTERIAN KEUANGAN RI iy ke bed
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPVWE PEMOTONG : Wi 00.444.60, Lemtor ke 2 ; Unkk Perotnn {5
NO. NPWP NAMA PRHPEHOTOHEA ] T O 3 ZENLAPENGHASILALY PPhDIPOTONG (Rp) 2
NOMOR TANGGAL (ddmmpypyl BRUTQ (Rp)
1 45.534.568.04 - 11.000 | JOKO SANTOSO, SE, MM 0001000411020003 07-07-2014 3,820,000.00 573,000.00 i
2 |40.535.436.7 - 432.000 TULUS MANURUNG, SE, MM 000 1000411020003 07-07-2014 8,220,000.00 483,000.00
3 Ors. MARTA HARDISARWONOQ, M.Si  |00D1000411020003 07-07-2014 3.040,000.00 456,000.00
4 |24 445 834 4 - 045000 YUDHI PUTRANTO 000 1000411020003 {07-07-2014 2,640,000.00 132,000.00
5 |48.535.434.2-434.000 SYAFLI, SE, MM 0001000411020003 07-07-2014 185,000.00
€ 49.534.964.9 - 027.000 SUWARDI, S Sos. 0001000411020003 07-07-2014 ©8,000.00
7 |67 650.413.7 - 412.000 [JAKA SAGITA, SE 000100041 1020003 07-07-2014 88.,000.00
8 |24.007.858.4-438.000 [MAMAN SULAEMAN, 5.KOM 00100041 1020003 07-07-2014 58,000.00
9 |49.535.431.8 - 402,000 [RADIMAN 0001000411020008 07-07-2014 98,000.00
10 |77.184.495.3- 435,000 [INDRA SURYA, S AP e ¢ “ - -
1 }89.730,509.001 - 3000 [GUNTUR SURYO BASKORQ, S.AP 0001000411020008 07-07-2014 1,960,000.00 98,000.00
12
a
14
15
186
7 Y
18
1
20
JUMILAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 5.0, 20) 24 480,000.00 2,226,000.00
BT [}
Created by itan. Semua Pei: dan Formulir GRATIS
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Lampiran 15 Tampilan SSP/Bukti Pemindahbukuan untuk Pemotongan

area staples

=)
a DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) OBE®EO
DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (PBK) | rorMULIR 1721 - IV
i UNTUK PEMOTONGAN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI PENGHASILAN PASAL 21 Lambar kert : Untuk KPP
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN/ATAU PASAL 26 Lembarke-2 : Untuk Pemotong
an:?:y:Mm 07 - 2014 NEVR REMCOTONG ke & 00.444,603.5 -Gz -___000
NO ggﬁ?&’; K?%%&?ﬁs TGI[_diﬁ:?nu-mr bl NTPN/NOMOR BUKTI Pbk JUMLAH PPh DISETOR KET
1 411121 402 07-07-2014 0001000411020003 2,329,000.00
2
4]
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
‘} 15
IS KT
17
18
18
20
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 8.D, 20) 2,329,000.00
KETERANGAN :

KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA :
E 0 : UNTUKSSP

1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
2 UNTUK BUKTI PBk




Lampiran 16 Tampilan SPT Masa PPh Pasal 22

=
DEPARTEMEN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA [] sprNormal
KEUANGAN R.l. PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 [] spT Pembetulan Ke-
DIREKTORAT Formulir ini di kan untuk melaporkan-P itan Masa Pajak
JENDERAL PAJAK Pajak Penghasilan Pasal 22 [o]7]/]2]of1]4]
BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAIAK/WAJIB PAJAK
L newp :[0]o] [a]ala] [e]o]3]-[5] [elz2]s] [e]o]o]
2. NaMA  :[BJI[R[O[K|[EJUJA[N][G[A]N][S]E[T]J[E[N][D]E[P[H]U]B
3. ALAMAT :|W.|M|E|D|A|N|M|E|R|D|E|K|A|B|A|R|A|T|N|O| .|8|-|J|A|K|P|U|S

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Badan Usaha Industri/Eksportir 411122/100
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah 411122/403
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan

Tertentu Yang Ditunjuk 411122/100 | Rp 38,060,000
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*) i 2 IREE ]
a. APl 411122/100
b. Non API 411122/100
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai) 411122/100

6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha
Selain Pertamina

a. SPBU/Agen/Penyalur (Final) 411122/401
b. Pihak lain (Tidak Final) 411122/100
7
JUMLAH

Rp611,970

Terbilang  Enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupich
*#) Coret yang tidak perlu
BAGIAN C. LAMPIRAN

1 D Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan
Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
2 D Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: :I lembar
(Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
3. l:l SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: I:l lembar
(Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
5 D Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).

s

5 |:| Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
i D Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).

5 D Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).

i I:] Surat Kuasa Khusus.

o N o w

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya SPT Masa Diterima:

beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. |:! Langsung dari WP

[] PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN [ kuasawais palAK [ melatui pos

vama [YJuJo[w[i[ . Jelufv]RIAaIN]T]o] [ [ T T T T ] |g[I ] e e
4]e] [8]3]4] El-i()|4i5| [oJo]o] & | tanggal | bulan tahun

Tangeal [ [ [o[s8[2]of1]4] Tanda Tangan
i tanggal | bulan | tahun i




Lampiran 17 Tampilan Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22

DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I. DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN Masa Pajak

DIREKTORAT PPh PASAL 22 t[2]oJ1]4]

JENDERAL PAIAK

Bukti Pemungutan | Nilai Obyek Pajak PPh yang

aal AL (Rp) Dipungut (Rp)

03.100.371.8.034.000 CV. DERMAGA INDAH 000001 11-07-2014 Rp16,438,000 Rp 287,640
03.336.932.3.085.000 CV. SUAK LAGAU 000002 21-07-2014 Rp12,500,000 Rp 187,500
03.173.798.4.001.000 CV. SINAR KARANG 000003 24-07-2014 Rp9,122,000 Rp 136,830

© |w v |o | [s jw|n |-

-
=)

i
=

-
~

-
w

"
=

-
n

JUMLAH Rp38,060,000 Rp611,970

[] remunaur pasniremspinan || xuasa wans pasax
Nama ylulofulif.[rlulT[rla[n[T]|O
NPWP [2[a] [elels] [s]sla [a] - [eTals] [ele

D.1.1.32.04 Lampiran [Il.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor »ﬁ@
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Lampiran 18 Tampilan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

[ s =]
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU

NPWP : [0 o] -[a[a] 4] - [ e[ of 3|-E]-[n[z| 5] - [ of of 9 @
Nama e Rlo] keujaln]g[an] ] PER[LeN]e]k]afp [an] |
Alamat tffe]. mEPfaN] mE[RDIE][a] Ba[RIA[T] [NJoe | [ |

Dividen *) i
2. |Bunga *) D 15%
3. | Royali i =] 15%
4. | Hadiah dan penghargaan E:’ 15%
5. | Sewa dan Penghasilan lain T i i i

sehubungan dengan
penggunaan harta ***)

6. | Jasa Teknik, Jasa Manajemen,
Jasa Konsultansi dan Jasa Lain
sesuai PMK-244/PMK.03/2008:

a. Jasa Teknik |:|
b. Jasa Manajemen D
c. Jasa Konsuitan |:| 2%
d. Jasalain : i Sl o : s B :
1) Perawatan Mobil 7 7.808,500 2% 156,170
2) . [ ] 2%
) et [ 2%
CY Pl s e [ 2%
e nronmm ] 2%
8) b ] 2%
)
JUMLAH & -
Terbilang : Dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 Jakarta, Agustus 2014
yang dipotong di atas merupakan
angsuran atas Pajak Penghasilan yang Pemotong Pajak ®

terutang untuk tahun pajak yang
bersangkutan. Simpaniah bukti NPWP : | 2| 4i - 1 4| 4] Gl = | 8] 3u| - E =
pemotongan ini baik-baik untuk
dipernitungkan sebagai krecit pajak Nama :[YUPDH]I [ Pl RIAINTTIol T T T 1 11
2. Bukti Pemotongan inl dianggap sah

apabila diisi dengan lengkap dan
benar. Tapd§Tanuarioiama dan Cap X

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota WP Orang Pribadi.
% Kecuali sewa tanah dan bangunan.



Lampiran 19 Tampilan SPT Masa PPh Pasal 23

75

: il
DEPARTEMEN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA ] sPT Normal
KEUANGANRI | PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26| [ ] SPT Pembetulan Ke- __
ST Masa Pajak
JERDERALPAIAK| | PafeK Parghatkon Pasal 23 doofatas Paca 28 17 / ZIol A
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAKIWAJIB PAJAK
1.NPWP : [0o[o] [4TaT4] [elo[3] [5] [ol2]5] [o]e]o -
2.Nama  : [B[I[R[0] [K[EJUJA]N]G[A[N] [s[E[TI3[E[N] [plE[PTHU]B Jimi ]
3. Alamat DIJM[E[D[A[N] -[M[E[R] D] E[K[A] IBJAIR[A]T] In[O].[8] [3[A[K[P[U|S
BAGIAN B, OBJEK PAJAK

1. Dividen *) 411124/101
2. Bunga**) 411124/102
‘3. Royalti 411124/103
4. Hadiah dan penghargaan 411124/100
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan haria***) |  411124/100
6. Jasa Teknk, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain

sesual dengan PMK-244/PMK.03/2008 :

a. Jasa Teknik 411124/104
b. Jasa Manajemen 411124/104
c. Jasa Konsultan 411124/104
d. Jasa lain ;™)

1) Perawatan Mobil Rp 7,808,500 | Rp 156,170
2) Pembekalan Rp -| Rp 3l
3) Catering Rp -| Rp 7
JUMLAH Rp7,808,500.00 Rp156,170.00
Terbilang : Seratus lima pulul enam ribu seratus tujuh puluh rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

411127/101 |

1. Dividen
2. Bunga 411127/102
3. Royalti 411127/103
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan 411127/100
penggunaan harta
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, peker jaan 411127104
dan kegiatan
6. Hadiah dan penghargaan 411127/100
7. Pensiun dan pembayaran berkala 411127100
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai 411127/102
9. Keuntungan karena pembebasan utang 4111271100
10. Penjualan harta di Indonesia 411127/100
11. Premi asuransi/reasuransi 411127/100
12. Penghasilan dari pengalihan saham 411127/100
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak 411127/105
JUMLAH ;
Terbilang :

") Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam
=) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepade WP OP.

BAGIAN C. LAMPIRAN

**9 Kecuali sewa tanah dan bangunan.
~~=% Apabila kurang harap dibuat lempiran tersendiri.

1. [] Surat Setoran Pajak: | ] lembar

2. [_] Daftar Bukti Pemotongan PPh Ps. 23 dan/atau Ps. 26. :
3. [] Bukii Pemotongan PPh Ps. 23 dan/atau Ps. 26: [ | lembar

4. I:I Surat Kuasa Khusus
Legalisas! Tolocopy Surat Keterangan LIomistil yang masin
berlaku, dalam hal PPh Psl 26 dihitung berdasarkan tan'!l

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
lengan menyadan sepenuhnya akan segala akibalnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya
beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. [] Langsung ctan wpP
[] pemoTOl PIMPINAN  [_] KUASA WAJIB PAJAK [ Melalui Pos
Nama RIR[AIN[TIO] T T [ T T T T 1] (8CT TTTTTT]
—' 0 4_;] 0 °|°| i tanggal bulan tahun E
Tanggal --ﬁ]ﬂ-ﬂnﬂ Tanda tangan
tanggal bulan

Lampiran IV.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER—S!?PHZDDD 3



Lampiran 20 Tampilan Aplikasi SPM 2014 — Pembuatan SPP

oG || BATAL

& ~ AplikasisPMa2014 - oEN

Pagu dan Kentrak SPP  Menitering  Referensi  Utiliti  Peraturan

Keluar

Tanggal 4 Agustus 2
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& Aplikasi SPM 2014 - olEl
Pagu dan Kortrak | SPP | Mardonng  Referenss Ut Peraluran  Keluar
HUH SPP
Cetak PP
Transfer ADK SPP
HUH SPBy

1 4 Agustus

e Aplikasi SPM 2014 - ol

| PagudanFontisk  5PF  Monitonng  Referenss Uil Peraluran  Kebuar

Bekam ah Hann =

Tanggal 4

77



| PagudanKontrak SPP Mondoring Referensi Utiti Peratursn  Keluar

Aplikasi SPM 2014

Ditebiarkior: puacka SPHLP/TUP Nomor 00001 | SPHKPA-BLTL/1/2014 Tanggal [16:01-2014 |

Kode Berad, | 000100020001 w fooa ]
Kepoda  [BEn@anara Fengeluaran BIRG KEUAWGAN DAN PLALENGKAFAN SLTJEN KLMLMIGE |

31. Meroeka Barat Ro.B |
[OU0NC | PT. DANK NEGARA INDONESLA 1935 (Persern) Thi. KT H L. MAMPANIT NO. 16 JAKARTS
Benaahara PENgEIUAran SATEEr BIFD KU, & Perienge. Setien kemenhab |
No.Rek.  joos
2

Dark Pusat

Tep, | 3211308 Pa. 1464
Kode Negara |10
KodePos | 010 | e, Gamb
moprm|DET Jakarin
Kata Jakarta Pusat
Emal sather, 566340 Somed. com

Ltk PEADQANTIAN UARg Fersedidan (UM Perialanan Dinas PAKET MEETING LUAF K

ota

- o

Aplikasi SPM 2014

AKLR Dep UntiLok Kab Kd. Satker
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Pagu dan Kontrak  SPP Monitoring Referensi  Utiliti  Peraturan  Keluar

Cetak Surat Perintah Pembayaran

Daftar Sl_,‘u'sit Permtgh émbiyglv%ﬁ'

NO.SPP TGLSPP  SATKER  STS CETAK  ~

0 1445PP JKPA-B . 111/08/20 14 466348 [JProses
01455PP [KPA-B 111/08/2014 466348 [IProses
0 1465PP fKPA-B . 111/08/20 14 466348 [JProses
01475PP /KPA-B 111/08/2014 14-08-2014 | 466348 [JProses

ggal 4 Agustus 2014




Lampiran 21 Tampilan Aplikasi SPM 2014 — Pembuatan SPM

Pagu SPM Monitoring Referensil Referensill Retur Renkas (APS) Peraturan  Keluar

APLIKASI

|| Meonitoring Referensi| Referensill Retur Renkas(APS) Utiliti Peraturan Keluar
it, Batal dan Hapus SPM

RU H SPM Pengembalian Penerimaan
R U H SPM Imbalan Bunga

RU H SPM BLU

RU H SPM Pengesahan Hibah

Koreksi SPM BLU

Cetak SPM
Cetak Deftar Lampiran
Cetak SPT)

Catat Nomor SP2D

Load Master
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Pagu SPM Monitoring

Referensi| Referensill Retur Renkas (APS) Utiliti  Peraturan  Keluar

&

Aplikasi SPM 2014

Pagu SPM Monitoring Referensi| Referensill Retur Renkas (APS) Utiliti  Peraturan  Keluar

e «|m|» »

L KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
- 4 SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : 15-08-2014 Nomor : 00143SPM/KPA-B.I11/08/2014

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Megara JAKARTA IV (133)

‘Agar melakukan pembayaran sgjumiah Rp. 93.000.000,-

*FEGEMBILAN PULUH TIGA JUTA RUPIAH™*

Jenis SPM : | 05 |GANTIUP CaraBayar: | 2 |GiraBank Tahun Anggaran : 2014

Dasar Pembayaran Satker  Kewerangan Nama Satker

PP 45 Tahun 2013 486348 KP BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SETIEN
(01) DIPANO. DIPA-022.01.1.466348/ 2014 KEMEMHUB

TANGGAL 05-12-2013 REV.2
NO.DIPA-022.01.1466348/2014 Fungsi, Sub Fungsi, BA, UnitEs.1, Program

01 o1 022 01 01

Kegiatan, Output, Lokasi

1934 013 0L00

Jenis Pembayaran =1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran 23 Penggantan UP (GUP)
Sumber Dana [ Cara Penarikan : 0.0 RM/RM

PENGELUARAN POTONGAN

Jenis Belanja Jumizh Uang BA.Unit.Lok.Akun.Satker Jumizh Uang

52 93.000.000,-

81



	LAPORAN PKL awal
	LAPORAN PKL SHINTA NINGRUM WULANDARI (8105123327)

